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ABSTRAK
Penelitian ini margungkap rekonsepsi akibat hukum status janda dan poawan dalam
sistem hukum perkawiun di ltrdorcsia. Kajian beraual dari adanya rekonstruksi makna dan
parameter janda dan perawan. Rekonsttuksi ini b*akibat pula terhadap rekonsepsi akibat hukum
status ianda dan perawan. Artinya, seseorang dapat ditetopkan berstatus hukum jarula klwla)
meskipun belum pernah menikah, disebabkm hilangnya airginitas karma zina sebagai
parameter.Sebaliknya, seseorang dapat ditetapkan berstatus hukum perawan (jejakn) meskipun
sutlah pemah menikah, disebabkan masih terjaganya oirginitas fthalaq qabla dukhul).Adanya
pergeseran makna dan parameter di atas, maka konsepsi lama akibat hukum status janda dan
p*awan mutlak maryalami perubahan.Rekonsepsi baru akibat hukum status jantla dan perawan
meliputi penerapan masa iddah, kompetarsi wali, dan sanksi pidana zina.
Kata Kunci : Rekonsepsi, Akibat Hukun, tenn Janda dan Perazoan,
ABSTRACT
This study rezteals reconsept legal consequences widows and airgins in marriage legal
system in htdonesia. The study begins with the recoflstruction of the meaning and parameters oJ
widows and oirgins. This reconstruction also lead to legal conscquetces reconsept widows and
airgins. That is, one can set the status of the legal widow (witlower) although it has naer manied,
is caused by loss of oirgitity as parameter. Adultery, one can set the legal status of a airgin
Qouth) although has been maried, is due to subdued uirginity (THALAQ qabla drldtul). the shift
in meaning and parameters aboae, the old conceptiotr of the legal elfect of the absolute status of
widous and oirgins haaing change. Reconsept new legal consequences widows and airgins
waiting period include the application period, the competence of trustees, and criminal sanctions
adultery
Keywords: Reconsept, tefln Widotot and Virgin,
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A. Pendahuluan
Akta Nikah merupakan bukti
penting dalam sistem hukum
perkawinan di Indonesia. I Karena
didalam Akta Nikah terdapat catatan
dan data otentik tentang riwayat
pernikahan seseorang.Mulai dari
identitas seseorang yang terlibat dalam
perkawinary wali, saksi, maskawirL
redaksi ta'lrk thalaq, waktu, alamat dan
status mempelai.
Persoalan identitas perkawinan
yang menimbulkan keresahan dalam
masyarakat, yaitu terkait dengan status
mempelai yang akan menikah. Kolom
identitas status dalam berkasdan Akta
Nikah biasanya berisi pilihan status
kedua mempelaiseperti: perawan
ataujand4 ieiaka atau duda.Menurut
hasil penelitian kontemporer tentang
hermeneutika makna janda dan
perawan,2 dijelaskan bahwa :
Munculnya kontradiksi makna dalam
temttsayyib dan bilrr berawal dari
kekaburan paramater dua tenn
tersebut.Parameter yang tepat untuk
menentukan makna dan kedudukan
tsayyib dm bikr adalah pernah tidaknya
s€seorang berhubungan intim atau
masalah virginitas. Jika dihubungkan
dengan kata tsayyib dan bikr, maka
rundang-undang Nornor 1 tahun 1974 tentant
Perkawinan Pasal 2 ayal 2 menyatakan : "tiap
tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku." Hal ini
iuga diteSaskan kembali dalam Pasal 3 io. Pasal
I angka l7 Undang-Undang Nomor 23 tahun
2fi)6 tentan8 Administrasi Kependudukan
bahwa perkawinan adalah salah satu peristiwa
pentint yang waiib dilaporkan kepada Instansi
Pelalsana-
rlbnu Elmi AS Pelu, (ell'Rekons,''u}6i Her ?nutka
Makna Tsayyib .ton Bikr ilolarn Sislcm Hukum
Pe*nDinan Di hdonesio," (Seminar Hasil
Penelitian Dosen Kolektit STAIN Palan8ka
Raya, 02 November 2012), hal. 52.
Ibnu AS Pelu, Rekonrcpsi Akibal Hukun Slilss landa don PenuJan dolon syrlem hokud
PENDAHULUAN tsayyibbukan lawan kata bikr, Tsayyib
adalah wanita atau pria yang pemah
berumahtangga yang pemah
melangsungkan a4adperkawinan baik
belum/pernah berhubungan intim.
Dengan kata laintsayyib adalah landa
atau duda. TsayyiD bukan lawan kata
vftgin.Tsayyib adalah lawan kata
zaujahdan zaujatau mutazruroij.landa
adalah lawan kata isteri dan
suami.TsayyiD adalah sah,r ienis status
lajang dalam arti khusus yaitu
tidak/belum berumahtangga baik masih
gadis atau je.jaka maupun landa atau
duda. Laiang dalam pengertian bahasa
arab adalah ayyim. Sementara bilrr bukan
lawan kata tsayyib.Bikr adalah wanita
atau pria yang belum pemah
berhubungan intim antara kelamin laki-
laki dan perempuan.Virgin bukan lawan
kata ianda.Virgin adalah lawan kata dari
pernah berzina.Bikr adalah lawan kata
azzani dan azzaaniyat atau mutazannl
Bertolak dari pergeseran ontologi
tentang makna janda dan perawan
inilah,yang menyebabkan adanya
pergeseran pula pada ranah konsepsi
akibat hukum yang ditimbulkan. Secara
ontologis, pada awalnyaterm janda dan
perawan mengalami kerancuan makna.
Krusial point yang menyulut
disorientasi pemahaman, yaitu tentang
parameteryang menjadi ukuran
seseorang dikatakan sebagai perawan
atau ianda.Disatu sisi, iika
istilahperawandidefinisikan sebagai
wanita yang belum pemah
bersenggama, dan diukur berdasarkan
oirginitasdan belum berpengalaman,
lantas bagaimana dengan status wanita
atau pria yang pemah berzina atau
Penlaja Seks Komersial (selaniutnya di
singkat I5K) yang belum menikah,
tetapi berpengalaman dalam
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berhubungan intim. r Apakah wanita
seperti itu tetap berstatus perawan, atau
berubah statusnya meniadi janda.Jika
status wanita yang pernah berzina atau
PSK di claim sebagai perawan,
bukankah ini bertentangan dengan
pengertian perawan (bikr). Namun, lika
status wanita yang pemah berzina atau
PSK diclaim berstatus 
.janda, karena
dianggap pernah merasakan dan
berpengalaman tentang hubungan
intim, lantas bagaimanaakibat hukum
dari status janda tersebut.Bukankah
status dan pengertian janda sangat
berkaitan dengan thalaq, dan thalaq
berkaitan denganthalaqraj'i atau ba'in,
dan dua jenisfhalaqtersebut berimplikasi
terhadapkriteria larangan kawin bagi
kerabat semenda, ienis porsi mahar
I Molif seksual merupakan salah satu motif
fisiologis yang sangat kual yang mendesak
untuk segera dipenuhi, terutama saat seseoranS
memasuki usia muda yang penuh gairah dan
seman8at, saat dorongan libido seks menSuat.
Tidak jarang motif tercebut menimbulkan
kegelisahan dan ketidaktenangan akibat adanya
konflik batin untuk memenuhi atalr
menghindari motif libido tersebut.Terbukli di
Indonesia angka syndrome seks bebas dari
tahun ke tahun merangkak
memprihalinkan.Dimulai menonton video
pomo, prilaku seks bebas, bahkan aborsi karena
korban seks bebas.Tentu saia 3 prilaku ini sangat
potensial menjebak kaum remaia dan pemuda-
pemudi lehilantan assel berharta yang suc:l
yaitu virsinitas.Persoalan seks bebas dikalangan
remaia iuta mutlak dipengaruhi oleh masa
,,ubelt4s. Menurut .Hamid Zahran sc.orang
psikolot isl.m, ciri-cii pubettas selain baligh da[
,aidrr 
,uga ditandai perubahan pada organ fisik
seFrti tumbuhnya rambut kernaluary kumis,
lenggot, bulu ketiak suara, menon)olnya buah
dada, lulang pinggul dan pantat melebar, paha
semakin menggumpal, untuk laki-laki
cenderung bersikap keras, perempuan
cenderung bersikap lembul. Lihat :Muhammad
Utsman Najati, Al-Hadils an-Nabafui t'q'lbn afi-
Nq6, Te4. Hedi Faiar (The Ultimate Psikologi i
Psikologi Sempuma Ala Nabi Mihammad
SAW), (Bandun& Pustaka Hidayah, 2008),hal.
Thufulah ila alMuruhcqah, (Jeddah: Tihamah,
l9E3), hal.452.
terhutan& masa iddah, porci nafaqah,
kompetensi wali (baik perwalian diri
maupun harta) dan ienis sanksi pidana..Sementara, iika
istilahjandadidefinisikan sebagai wanita
yang tidak memiliki suami akibat
perceraiary dan diukur berdasarkan
pernah melakukan aqad pernikahary
lantasbagaimana dengan status "janda
kembang", yang bercerai qabla dukhul.
Bukankah, "janda kembang"sering
. Akibat hukum slalus ianda dan perawan dalam
llkih nturqkahat da-n peraturan perundang-
undangan perkawinan di Indonesia antara lain
b!.rkaitan dengan krileria larangan kawin bagi
kerabat semenda, 
,enis porsi mahar lerhutan&
r^asa iddah, ralsi na$qah, kompetensi aEli lbaik
perwalian diri maupun halta) dan jenis sanksi
pidana. Berkaitan riengan kriteria larangan
kawin bagi ke.abat semenda, pria dilarang
menikah dentan janda ba'da dukhul dai
sebaliknya boleh dengan "janda kembang"
sebab kerabat semenda; Lihat : KHI Pasal 39
angka 2 huruf c. Berkaitan dengan porsi mahar
terhutan& ianda berhak memperoleh mahar
secara penuh, sedangkan porsi bagi "janda
kembang" fiar.da qablo d!,t i/l) berhak
memperoleh sctengah mahar terhutan& iika
suami meninggal dunia memperoleh secara
penuh, dan iika bercerai sebelum mahar
dis€butkan dalam aqod nikah, maka bekas suami
waiib membayar mahar n ilsil; Lihal : KHI Pasal
35 dan Pasal 149 huruf c. Berkaitan dengan ienis
rnasa iddoh, janda memiliki masa ldar! dengan
berbaSai ienis dan b€ntuknya, sementara "ianda
kembang" apalagi perawan tidak memiliki masa
iddah: Lihat : Klll Pasal 153, 154, dan 155.
Berkaitan dengan porsi fiul'ah, nalaqah, fiasl,anah
dan kis ,sh, janda berhak memp€roleh 4 ,enis
pemberian bekas suami secara p€nuh,
sedangkan "randa kembatg" (cerai qabla-dukhull
tidak berhak memperoleh Cenis pemberian)
mll'al,.Lihat : KHI Pasal 149 huruf a dan b serta
Pasal 152. Berkaitan dengan kompetensi u$li,
tanda berhak atas dirinya sendiri dalam
menenlukan jodoh, sementara perawan masih
diperlulan pertimbangan orang-olan8 terdekat
untuk memberi masukan terutama orang tua
(bapak); Lihat : KHI Pasal 197 sampai 112.
Bcrkailan dengan jenis sanksi pidana,
khususnya dalam kasus Frzinahan, ianda
mendapatkan sanksi cambuk dan raiam sampai
mati, sedangkan sankii pidana baSi perawan
yanS bezina hanya di cambuk (Khusus dalam
tiniauan fikih mrna*rrrr t dan frkih iinayat).
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didefinisikan sebagai wanita yang
belumpernah merasakan dan belum
berpengalaman dalam berumah tangga
dan bersenggama, serta tidak memiliki
masa iddah. Tentu pertanyaan
selanjutnya, mengapa "janda
kembang"tidak memiliki masa
iddah?.Apakah karena "janda kembang"
dianggap berstatus perawan?.
Unhrk mendudukkan masalah ini,
penulis menggunakan teori konstruksi
hukum.Semangat merekonstruksi
kedudukan tsayyib dan bikrmutlak
diperlukan, mengingat akibat hukum
dua terma tersebut sangatsistemik dan
berbeda.Perbedaan tersebut muncul
dalam regulasi pencatatan perkawinan
tentang status calon mempelai yang
tidak perawan namun mengaku masih
perawan, tidak leiaka namun mengaku
ieiaka.Untuk mendudukkan masalah
tersebut maka teori kepentingan dan
teori konstruksi hukum dapat
digunakan untuk membedah dan
membangun hukum baru. 5 Teori
konstruksi atau pembangunan hukum
sangat diperlukan guna menemukan
terobosan hukum yang baru,
sebabeksistensi status calon mempelai
telah memiliki posisi ganda, secara de
fure dikatakan perawan atau .ieiaka
karena memang belum pernah menikah,
namun secara de facto slatus perawan
atau ieiaka telah hilang karena pernah
berhubungan intim atau berzina.6
Oleh karena itu, berdasarkan latar
belakang tersebut penulis berupaya
menemukan apa sebenarnya makna
tsayyib dan bikr, danmenyelesaikan
bagaimana solusi masalah status ,s4yyi&
dan bikrdalam perspektif makna, serta
berusaha mencari konstruksi hukum
baru terkait makna dua islilah (tsayyib
sBachsan Mustafa, Sislem Huku lndonesi, Teryndu,
oakarra: Citsa Aditya Bakti, 2m3), hal. 46.
6 Bachsan Mustafa, Sisler, ...hal. 155.
dan bikr) yang memiliki implikasi
hukum yang bebeda dalam sistem
hukum perkawinan di Indonesia.
B. Akibat Hukum Rekonstruksi
Makna Tsayyib Dan Bikr Dalam
Sistem Hukum Perkawinan Di
Indonesia
1. Akibat hukumkedudukan tsayyib
(ianda) dan bikr (perawan)
Terselenggaranya aqad nikah
merupakan kepastian hukum awal
mengetahui kedudukandan akibat
hukum status janda dan
perawan.Adanya aqadnikah
menimbulkan aclanyahubungan hak
dan kewaiiban suami dan isteri, dan
sebaliknya.Dalam konteks putuinya
aqad nikah (thalaq), hak dan kewajiban
bekas suami dan bekas isteri tidak serta
merta hilang begitu saja.Mereka masih
memiliki hak dan berkewajiban
melaksanakan tantgunB jawab masing-
masing yang sudah diatur dalam norma
agama dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Disinilah letak
perbedaan mendasar antaratransaksi
aqad nikah dengan aqad-aqad lairurya
yang melibatkan harkat, martabat
sebagai manusia yang saling
menghormati dan menghargai dalam
"hak guna organ".
Akibat hukum status janda dan
perawan dalam fikih munakahat dan
peraturan perundang-undangan
perkawinan di Indonesia antara lain
berkaitan dengan kriteria larangan
kawin bagi kerabat semenda, jenis porsi
mahar terhutan& masa iddah, porsi
twfaqah, kompetensi aalf (baik perwalian
diri maupun harta) dan jenis sanksi
pidana.
Berkaitan dengan kriterla
larangan kawin bagi kerabat semenda,
pria dilarang menikah dengan ianda
ba'da dukhul dan sebaliknya boleh
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dengan "janda kembang" sebab kerabat
semenda.Ketentuan tersebut
sebagaimana tercantum dalam KHI
Pasal 39 angka 2 huruf c.TStatus janda
dan perawan iuga berhubungan dengan
penerimaan porsi mahar terhutanS.
Status janda berhak memperoleh mahar
secara penuh dengan yang diucapkan
sebagaimana pada saat aqad nikah,
sedangkan porsi bagi "janda kembang"
$anda qabla drthul) hanya berhak
memperoleh setengah mahar terhutan&
dengan catatan jika suami meninggal
dunia mempetoleh secara penuh, dan
iika bercerai sebelum mahar disebutkan
dalam aqad nikah, maka bekas suami
wajib membayar mahar zilsil. Hal ini
sesuai dengan ketentuan dalam KHI
Pasal 35 dan Pasal 749 huruf
c. E Selanjutnya, yanS meniadi titik
krusial perbedaan akibat hukum status
landa dan perawan yaitu berkaitan
dengan jenis masa iddah.eJanda memiliki
, Pasal tersebul betbunyi : "dilarang
melangsun6kan perkawinan antara seorant Pria
dan s€orang wanita dis€babkan karena Pertalian
kerabat s€menda : dengan seorant wanita
kehrrunan isteri atau bekas isteri, kecuali
pulusnya hubungan perkawinan dentan bekas
isterinya il,u qobla dukhul ;'
slihat KHI Pasal 35 berbunyi:(l). Suami yang
men-tfi4l4q isterinya qobla dukhul urajlb
membayar selengah mahar yang telah
ditentukan dalam a4ad nikah. (2). Apabila suami
meninggal dunia qabla dukhul seluruh mahar
yanS ditetapkan men,adi hak penuh isterinya.
(3). Apabila perceraian terjadi qabladukhul tetapi
besamya mahar belum ditetapkan, maka suami
waiib membayar mahar nirsil. Sedangkan Pasal
149 huruf c berbunyi : bilamana perkawinan
putusa karena thalaq , maka bekas suami wajib
melunasi mahar yant masih terhutang
seluruhnya, dan separoh (setengah) apabila qrrl,
dukhul.
e lddah dati kala odad yailu bilangan. Secara
terminoloSi adalah nama bagi suatu masa bagi
seorang wanita menunggu untuk perkawinan
selanjutnya s€lelah wafat suaminya atau karena
perpisahan dengan suaminya. Masa tun8gu ini
adakalanya dengan suci/traidh alau dengan
bilangan bulan.Selain ilu, iddah adalah masa
unluk mengakhiri penganrh-pengaruh
masa kldah dengan berbagai jenis dan
bentuknya sementara "janda kembang"
apalagi perawan tidak memiliki masa
iddah.to Adapun berkaitan dengan porsi
perkawinan. Oleh sebab itu seorang isteri tidak
serta merta dapat langsung menikah dengan
oranS lain tetapi wajib untuk menungtu terlebih
dahulu. Lihat : Abu Zahrah, Al-Ahtual al-
Sya,thsilfiral, (Qahirah: Dar al.Fikr al-Arabi, 1957),
hlm. 19-24. Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid ua
Nihttyolul Muqlashid luu.lI, (Beirut: Dar al-Fikr al-
'Arabi, t.t.), hal, 72, Al-Shan'ani, Subulus Salon
/llz I, (Beirui: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, t.t.), hal.
197.'Ali Ahmad al.l\4aw' Hiknat al-Tdsyri' aM
Fdlsdlnluhu, Juz tr, (Beirut; Dar al.Fik, t.D,hal.
134.
tolihat KHI Pasal 153 berbunyi r(1). Bagi 3€orang
isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu
tungSu atau dai , kecuali qabla dukhul dan
perkawinannya putus bukan karena kematian
suami. (2). Waktu tunggu bagi seorang janda
ditentukan scbagai berikut: a. apabila
perkawinan putus karena kematian, walaupun
qablq dukhul, waklu lunggu ditetapkan 130
(s€ratus ti8a puluh) hari; b. apabila perkawinan
putus karena perceiaian, waktu tunggu bagi
yang masih haid diletapkan 3 (tiga) kali suci
dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan
puluh) hari, dan bagi yant tidak haid ditelapkan
90 (sembilan puluh) hari; c. apabila p€rkawinan
putus karena perceraian s€dangkan janda
tersebul dalam keadaan hamil, waktu lunggu
ditetapkan sampai melahirkary d, apabila
perkawinan putus karena kematian, sedangkan
ianda tersebut dalam keadaan hamil, waktu
tunggu ditetapkan sampai melahirkan, (3) Tidak
ada waktu tunSgu bad yang puhrs perkawinan
karena perceraian sedangkan antara janda
tersebut dengan bekas srafiinya qdbla dukhul. (4')
Bagi perkawinan yang putus karena perceraian,
tenggang waktu tunggu dihitun8 serak iatuhnya
putusan Pen8adilan Agama yanS mempunyai
kekualan hukum tetap, sedangkan bagi
perkawinan yang putus karena kematian,
tenggang waktu tungtu dihitung seiak kemalian
suami. (5) Waktu tunggu bagi istri yant pernah
haid sedang pada waktu menialani iddah tidak
haid karena menyusui, maka iddah-^ya li9a kali
waktu suci. (6) Dalam hal keadaan pada Ayal (5)
bukan karcna menyusui, maka ddah-nya selama
satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu
tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddqh-
nya menjadi tiga kali waktu suci. Pasal lg
berbunyi : Apabila islri terlalak ra,l'i kemudian
dalam waktu iddar, sebagaimana dimaksud
dalam Ayat (2) Huruf b, Ayat (5), dan Ayat (6)
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mut'ah, afaqah, maskstwh dan kiswah,
janda berhak memperoleh 4 jenis
pemberian bekas suami secara penu[
sedangkan "janda kembang" (cerai
qabladukhul) tidak berhak memperoleh
(enis pemberian) mut'ah.r1 Selain hal
diatas, kompetensi wali ,uga sangat
menentukan untuk melihat kedudukan
dan akibat hukum seorang janda dan
perawan.Janda berhak atas dirinya
sendiri dalam menentukan jodoh,
sementara perawan masih diperlukan
pertimbangan orang-orang terdekat
untuk memberi masukan terutama
orant tua khususnya dalam hal
perwalian (bapak). r, Yang terakhir,
Pasal 153, dilin8tal mati oleh suaminya, maka
,:ddarr-nya berubah meniadi empat bulan s€puluh
hari terhitung saat kemalian bckas suaminya.
Pasal 155 berbunyi : waktu idda, baSi ianda
yang pulus perkawinannya karcna khuluk,
lasakh, dan li'an bcrlaku iddahlhalaq.
rr Lihat KHI Pasal l49berbunyi :Bilamana
perkawinan putus karcna llmla4, maka bekas
suami wa,ib: a. memberi nul'ah yan9 layak
kepada bekas istrinya, baik berupa uang
ataubenda, kecuali bekas islri tersebut
qabladukhul; b. memb€ri nafaqah, maskon dan
tisarat kepada bekas islri selama dalarll. iddah,
kecuali bekas istri telah diratuhi lhalakba'in ala!
nutyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Pasal
152 berbunyi : Bckas islri berhak mendapat
nafkah iddalr dari bekas suaminya, kecuali bila ia
nusyuz.
12Lihal KHIPasal 107 berbunyi : (l) Perwalian
hanya terhadap anak yang belum mencapai
umur 21 tahun dan atau belum pemah
melangsungkan perkawinan, (2) l'erwalian
meliputi perwalian terhadap diri dan harta
kekayaannya. (3) Bila r(BIi tidak mampu berbuat
atau lalai melaksanakan tuSas perwaliannya,
maka Pengadilan Agama dapat menuniuk salah
s€orang kerabai untuk bertindak seba8ai n)ali
atas p€rmohona[ kerabat tersebut. (4) waii
sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak
tercebut atau orang lain yant sudah dewasa,
b€rpikiran sehal, adil, iurur dan berkelakuan
bailq atau badan hukum. Pasal 108 berbunyi :
Orang lua dapat mewasiatkan kepada s€s€orang
atau badan hukum untuk melakukan perwalian
atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya
sesudah iamening8al dunia. Pasal 109 berbunyi :
Pengadilan Atama dapat mencabut hak
akibat hukum status janda dan perawan
sangat berbeda iika ditiniau dari jenis
sanksi pidana, khususnya dalam kasus
perzinahan.Jika pelaku zina adalah
janda (termasuk duda) atau biasa
dikenal dengan zina mukhshan, maka
janda/duda mendapatkan sanksi pidana
cambuk dan di rajam sampai mati,
sedangkan sanksi pidana bagi perawan
yang berzina hanya di cambuk.
perwalian seseorang atau badan hukum dan
memindahkannya kepada pihak lain atas
permohonan kerabatnya bila aali ters€but
pemabu( penjudi, pemboros, Bila, dan atau
melalaikan atau menyalahgunaian hak setta
wewenangnya sebagai r,rli demi keFntingan
orang yang berada di bawah perwaliannya.
Pasal ll0 berbunyi : (l) Woli berkewajiban
mengurus diri dan harta orang yang berada di
bawah perwaliannya dentan sebaik-baiknya
dan berkewaiiban memb€rikan bimbintan
agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya
untuk masa depan oranS yanS berada di bawah
perwaliannya. (21 Wali dilarang mengikatkan,
membebani, dan mengasingkan harta orang
yang berada di bawah perwaliannya, ke<uali
bila Frbuatan ters€but menSuntungkan ba8i
orang yang berada di bawah perwaliannya atau
merupakan sualu kenyataan yang tidak dapat
dihindarkan. (3) lvnli bertanggunS jawab
terhadap harta oran8 yang berada di bawah
perwaliannya, dan mengganti kerugian yang
timbul sebatai akibat kesalahan atau
kelalaiannya. (4) Dentan lidak menguranti
kelenluan yanS diatur dalam Pasal 51 Ayat (4)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,
pertanggungiawaban .rEri yang tersebutdalam
ayat (1) harus dibuktikan dengan pembukuan
yang ditutup setiap satu tahun sekali. Pasal 111
berbunyi: (l) Wali berkewaiiban menyerahkan
seluruh haria oranS yant berada di bawah
perwaliannya, bila yant bersan8kutan telah
mencapai umur 21 tahun atau telah kawin,(2)
Apabila prwalian telah berakhir, ma!.a
Pengadilan Agama berwenangmen8adili
pe.selisihan anlara wali dan orang yang berada
di bawahperwaliannya tentang harta yang
diserahkan kepadanya. Pasal I 12 berbunyi :Wali
dapal mempergunakan harta orant yant berada
di bawah perwaliannya, sepaniang diFrlukan
untuk kepentin8annya menurut kepatutan atau
bil mn'ruf kalau w ali ilu takir.
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2, Rekonstruksi akibat hukum
kedudukantsayyib dan bikr dalam
sistem hukum perkawinan di
Indonesia
Uraian sebelumnya telah
diielaskan bahwa ternyata tsayyib dan
bilrr adalah tenn yan9 berbeda yang
tidak dapat dijadikan law an kala.Tsayytb
bukan antonim dari bikr, dan Di,tr bukan
lawan kata dari tsayyib.Secara ontologi-
epistimologisbahwa dua istilah tersebut
memang memiliki konteks makna yang
luas dan akibat hukum yang berbeda,
baik dalam hal ketika sebelum terjadi
perkawinan, konsekuensi setelah
perceraian, dan dalam penerapan
bentuk sanksi pidana.Selain ditinjau
dari makna, sistematisasi akibat hukum
dua termianda dan perawan sangat iauh
berbeda dan sistemik.
Dari sekian perbedaan makna dan
akibat hukumseorang janda dan
perawan, maka peneliti menyimpulkan
bahwa seseorang yang pernah berumah
tangga yang bercerai baik qabla maupun
ba'da dukhul atau seseorang yang
pernah/tidak pernah/belum sempat
berhubungan intim qabla maupun ba'da
aqad nikahadalah mempunyai
kedudukan hukum ganda.Disatu sisi,
status tersebut tetap disebut sebagai
janda dan perawan, karena memang
pemah melangsungkan aqad nikah dan
belum melangsungkan aqad nikah, dan
disisi lain status ,anda dan perawan
tidak lagi disebut sebagai janda
disebabkan asset berharga berupa nilai
fisik virginitas masih teriaga, dan tidak
lagi disebut perawan karena asset
berharga sebuah nilai fisik virginitas
sudah ternoda.Untuk mendudukkan
masalah tersebut, maka diperlukan
pembangunan legal norm baru untuk
mengisi kekosongan hukum dan
menjembatani double status tersebut.
Pembangunan legal norm baru
untuk mengisi kekosongan hukum dan
meniembatani status ganda makna dan
kedudukan janda dan perawan yang
berbeda, peneliti menggunakan teori
konstruksi hukum yang dapat
digunakan untuk membedah dan
merekonstruksi masalah hukum
tersebut. r3 Teori konstruksi atau
pembangunan hukum sangat
diperlukan guna menemukan terobosan
hukum yang baru, mengingat eksistensi
status calon mempelai telah memiliki
posisi ganda, secara de fare dikatakan
perawan atau jejaka karena memang
belum pernah menikah, namun secara
de facto status perawan atau .jejaka telah
hilang karena pernah berhubungan
intim atau berzina.ra
Untuk membangun hukum baru
terkait akibat hukum dari rekonstruksi
makna tsayyib dan bikr, maka akibat
hukum lama dari kedudukan tsayyib
dan bikr perlu dikonstruksi ulang
dengan mengacu kepada parameter
yang menjadi patokan dua term
tersebut.Sebagaimana dijelaskan di atas,
parameter yang tepat untuk
menjembatani kontradiksi makna
tsayyib dan bikr adalah status
virginitas.Nilai-nilai virginitas yang
sakral inilah yang dapat membedakan
secara teBas dan menyelesaikan
problem linguistic antara tsayyib dan
bikr.Dengan parameter ini pula, maka
parameter klasik yang menyebutkan
bahwa seseorang dikatakan ianda atau
duda, gadis atau leiaka berdasarkan
status aqad pernikahan sangat tidak
relevan. Hal ini disebabkan oleh
beberapa hal : pertama, Prilaku
hubungan intim atau zina merupakan
core yang berdampak sistemik dan
akibat hukum yang berbeda. Parameter
ini lelas ketika dihadapkan dengan
rrBadsan Mustala, Sr-rrlem Hukun lndorEiia Tat4du,
0akaltar Citra Aditya Bak6 2m3), hal. 46.
l.Irid, hal. 155.
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status seseorang yan8 berzina.Kedua,
laki-laki juga memiliki masa iddah,
sebab illa, hukum masa iddsh bukan
kosong tidaknya rahim, melainkan
berupa etika dan kesopanan.Parameter
ini begitu ielas ketika dihadapkan
dengan janda qabladukhul atau "janda
kembang" yang tidak memiliki masa
iddah karena perceraian.Namun, jika
bercerai setelah bersenggama (ba'da
memiliki masa iddah,15 makadengan
adanya rekonstruksi makna tsayyib dan
bikr yang baru, seoarang wanita atau
pria yang berzina juga walib
melaksanakan hukum iddah
sebagaimana hukum yang melekat pada
status tsayyib ba'da dukhul.Dasar
pemberlakuan ketentuan ini,
disebabkan adanya illat hukum yang
dukhu[). maka tidak hanya janda, tetapi 
* n"* ,r, belbunyi:(1), Eagi seoranSduda juga harus melaksanakan masa isteri yang putus perkawinannya berliku waktu
iddah atas dasar etika dan waktu yang tunggu atau iddal,, kecuali qabl| dukhul dan
sepantasnya.Ketiga, pengalaman Perkawinannya Putus bukan karena kematian
tidaknya dalam berumah tanssa ::,1Ti,i3 *:*r:i'rtJ,,l1T "::"r;Ii:(termasuk seks) menjadi crusial perkawinan putus karena kematian, walaupun
pointyang membedakan antara ianda qabla dudrul, waktu runSgu diterapkan 130
dan peraWan.Parameter ini begitu jelas (seratus tiSa puluh) hari; b. apabila perkawinan
ketika dihadapkan dengan' siatus Putus karena Perceraian' waktu tunggu bagi
pSK.sebab, tiki diukur u",au*,r.un [::"r::-]:1J,ifj:15;"',!i,',flji:';
"pengalaman" dalam berhubungan puluh) hari, dan bagi yang ridak haid ditetapkan
intim, tentu PSK jauh lebih 90 (sembilan Puluh) hari; c. apabila perkawinan
expertdibidansnya.Dari pemahaman,di [:$,,t::;:1ff"T::1"1#rtT:fJ,J#:
atas, maka pemaknaan janda dan diterapkan sampai melahirkan; d. apabila
Perawan sudah saatnya perlu perkawinan putus karena kematian, sedanglan
rekonstruksi dari segi makna.Tidak ianda tersebut dalam keadaan hamil, waktu
hanya bagi ianda dan perawan, tetapi tunsSu.ditetaPkan sampai melahirkan (3) Tidakjuga berlaku bagi duda dan 
,ejar.a. H'ar i::;"''i::'lffl"tT.'frt#T.Hr;j[:
ini penting sebab status tersebut tersebut dengan bel..as suaminya qabta dukhut. (4)
selaniutnya akan dicatat dalam Akta Bagi Perkawinan yanS Puius karena Perceraian,
Nikah. tengganS waktu tunSgu dihitunS seiak iatuhnya
Pergeseran maknatsayyibd.anbikr i:i::i:"*1t11':' ti:I" fi:"i:TTfi
secara substansial, tentu berakibat pula perkawinan yanS putus karena kematiar!
terhadap Pergeseran akibat hukum dua tenggang waktu lun88u dihitung scjak kematian
term tersebut,Perubahan mendasar vans suami (5) waktu tun88u bagi istri yang P€mah
berhubungan densan akibat huiuml H[;iil"'J:l;,H:Xffi]1::l;filrj'fr]
dari perubahan makna tsayyib dan bikr waktu suci. (6) Dalam hat keadaan pada Ayar (5)
yaitu terlihat dariakibat hukum yang bukan karena menyusui, maka,Tdrl,-nya selama
muncul dalam implementasi jenismasa s-a,tu taltun,, akln tetaPi bila dalam waktu satu
iddah,kompetensiwari(baikperwarian 11";ffijl|;Tll'iliil'lLli,3,"ij;diri maupun harta)dan ienis sanksi berbunyi : Apabila isrri rerratak ra7,i kemudianpidana. dalam waklu idlri sebagaimana dimaksud
Pada implementasi jenis masa 1'":-ll"t.ii) Huruf b' Avat (s)' dan Avat (6)
irtdah, iika dalam hukum positif hanya :1:1iJ:,r:$:f',,l};1,'J*.:iiT,'#ifiitrjanda wajib memenuhi masa iddah hari teihitrrng saat kemarian bekas suaminya.
dengan berbagai jenis dan bentuknya, Pasal 155 berbunyi I waktu iddoh bagi ianda
sementara janda qabtattukhur tidak i;_rr.I,i;,,nf[J\)11,i,,ff.,."^ u,,"r,
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bertingkat pada parameter yang
diiadikan patokan iddah seseorang,
mulai illal hukum yang berbasis fisik
hingga berbasis etika.
Rekonstruksi hukum 
.juga sangat
memugkinkan dalam koridor
kompetensi wali. Dalam koridor
kompetensi wali, baik perwalian harta
maupun jiwa, iika dalam hukum positif,
janda berhak atas dirinya sendiri dalam
menentukan iodoh, sementara perawan
masih diperlukan pertimbangan orang-
orang terdekat untuk memberi
masukary terutama orang tua
khususnya dalam hal perwalian
(bapak), 16 maka dengan adanya
r5Lihat KHIPasal 107 berbunyi i (l) Perwalian
hanya terhadap anak yang belum mencapai
umur 2l tahun dan atau belum pemah
melangsungkan perlawinan. (2) Perwalian
meliputi perwalian terhadap diri dan harta
kekayaannya. (3) Bila ?(uri tidak mampu berbuat
atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya,
maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah
seorang kerabat untuk bertindak sebagai trli
atas permohonan kerabat tersebut. ({} Wali
sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak
tersebut alau orang lain yang sudah dt'wasa,
berpikiran sehat, adil, ,ujur dan betkelakuan
baik, atau badan hukum. Pasal 108 berbunyi :
Orang tua dapal mewasiatkan kepada sesmrant
atau badan hukum unhrk melakukan perwalian
atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya
sesudah iameninttdl dunia. Pasal 109 berbunyi :
Pengadilan Agama dapat mencabut hak
Frwalian seseorant alau badan hukum dan
memindahkannya kepada pihak lain atas
permohonan kerabatnya bila n,ari tersebut
pemabuk, peniudi, p€mboros, gila, dan atau
melalaikan atau menyalahtunakan hak serta
wewenanSnya s€bagai rodi demi kepentingan
orang yang berada di bawah perwaliannya.
Pasal ll0 b€rbunyi : (l) Wali berkewajiban
mengurus diri dan harta oran8 yang berada di
bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya
dan berkewaiibar memberikan bimbingan
agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya
untuk masa depan orang yang berada di bawah
perwaliannya. (2) Wali dilarant mcntikatkaD
memtrbani, dan mengasingkan harta orang
yang berada di bawah perwalianny4 kecuali
bila perbuatan tersebut mengunlungkan baSi
orang yan8 berada di bawah perwaliannya atau
rekonstruksi makna tsayyib dan bikr
yang baru, tsayyib qabla dakiulmasih
berhak penuh atas rekomendasi
walinya. Sebaliknya, bagi seorang
wanita atau pria yang erpert dalam
berzina tidak perlu rekomendasi wali,
karena illal hukum dalam nashterkait
longgamya kompetensi wali yang tidak
mengikat tersebut, disebabkan
penghargaan seoarng wali kepada
tsayyibyang jauh lebih berpengalaman
dalam berumahtangga dan piawaidalam
hal berhubungan intim. Masa kineria,
pengalamandan keahlian dalam
berhubungan intim inilah yang menjadi
dasar seorang wanita atau pria yang
expert dalam berzina tidak Perlu
rekomendasi wali, terkecuali korban
perkosaan (penganiayaan) yang
menyebabkan hilangnya virginitas
secara tidak sengaja.Pandangan peneliti
tentu selaras dengan pendapat imam
Abu Hanifah, r7 bahwa Hadits-hadits
merupakan suatu kenyataan yanS tidak dapat
dihindarkan. (3) Wali bertarygung iawab
terhadap harta oranS yang berada di bawah
perwaliannya, dan menggantr kerugian yanS
timbul sebagai akibat kesalahan atau
kelalaiannya. (4) Dengan tidak menturangi
ketentuan yan8 diatur dalam Pasal 51 Ayat (4)
Undan8-Undang No. 1 Tahun 1974,
pertantgungiawaban rlrli yan8 tersebutdalam
ayat (l) harus dibuktikan den6an pembukuan
yang ditutup setiap satu tahun sekali. Pasal lll
berbunyi : (l) Wari berkewaiiban menyerahkan
seluruh harta orang yang berada di bawah
p€rwaliannya, bila yang bersanSkutan telah
mencapai umur 2l tahun atau telah kawin.(2)
Apabila perwalian telah berakhir, maka
Pengadilan Agama berwenanSmentadili
perselisihan antara wali dan oran8 yang berada
di bawahFrwaliannya lentang harta yanS
dis€rahkan kepadanya. Pasal 112 berbunyi :Woli
dapat memper8unakan harta orang yang berada
di bawah perwaliannya, s€paniang diperlukan
untuk kepentingannya menurut kepalutan atau
,il rna'rdkalau wali itu fakir.
'7 Khoiruddin Nasution, PdSarrrar dan Pemikitun
Hukum Keluatgo (Peitota) Islor, di Indon sin,
(Yotyakarta: ACAdeMIAi.tAzz-AI A. 2f07), t!6,l,
67.
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yang berkaitan dengan hak dan
kompetensi wali nikah, merupakan
batasan hak perwalian dalam member
hak kebebasan bagi wanita (ianda)
untuk menentukan pilihan dalam
mencari calon suami. Pendapat Abu
Hanifah dalam memahami hadits di atas
adalah wanita (landa) berhak
menentukan calon pasangannnya untuk
menjadi suami.Sebaliknya wali tidak
berhak memaksakan anak putrinya
unhrk menikah dengan seorang laki-laki
sebagai calon suami anaknya. Tentu saja
pandangan Abu Hanifah didasari oleh
kematangan seorang janda, sehinggajanda yang secara emosional telah
memahami dalam berumah tangga,
menurut Abu Hanifah cukup qualified
dan cakap hukum dalam menentukan
siapa (calon suami) yang akan menjadi
pendamping jalan hidupnya.
Datam fikih jinayat,membedakan
akibat hukum status ianda dan perawan
sanSat terlihat jika ditinjau dari jenis
sanksi pidana zina dalam kondisi
berumahtangga atau belum berumah
tangga.Jika pelaku zina adalah
seseorang yang sudah berumah tangg+
Tabel konse
maka mendapatkan sanksi pidana
cambuk dan di rajam sampai mati (zina
mukhshan), sedangkan sanksi pidana
bagi perawan yang berzina hanya di
cambuk.Berkaitan dengan rekonstruksi
makna tsayryib dan bikrdalam jenis
sanksi pidana zina, makajika seorang
wanita atau pria nrelakukan perzinahan
secara sengaja atau bahkan sudah
meniadi profesi, maka status wanita
atau pria tersebut dianggap sama
sebagaimana zina mukhshan, sehingga
sanksi pidana yang diterapkan iuga
sebagaimana pelaku dalam kasus zina
mukhshan.Sedangkan bagi korban
pemerkosaan baik yang berstatus tsayyib
maupun bitr, tidak diberlakukan sanksi
pidana cambuk maupun rajam.
Ringkasan perubahan akibat
hukum status tsayyib dan bikrdari
konsepsi klasik ke konsepsi baru,
berkaitan kriteria larangan kawin bagi
kerabat semenda, jenis porsi mahar
terhutan& masa iddah, porsi mut'ah,
kompetensi wali (baik perwalian diri
maupun harta) dan ienis sanksi pidana,
dapat dilihat pada tabel 1. :
Tabel 1
si lama akibat hukum fsa ib dan bikt
NO AKIBAT HUKUM
KONSEPSI LAMA
Tsayyib ba'da
dukhul
Tsayyib qabla
dukhul Bikr
1 Kriteria Iarangan
kawin bagi kerabat
semenda
Haram mengawini
anak hri
Boleh mengawini
anal tiri
2 Porsi pengembalian
mahar terhutang
50 v.
3 Masa iddah Sesuai kondisi dan
bentuk tlalaq
Tidak ada iddah
4 Porsi rrrua'nir Pcnuh 50 v"
5 Kompetensi wali t onggar/ Prerogatif
mempelai
Terikat/
komunikatif
TerikaV
Komunikatif
Sanksi pidana zina Cambuk + Ralam Cambuk Cambuk
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Tabel 2
i baru akibat hukum tsaTabel
Untuk menerapkan konsep baru
tsayyib dan bikr bukanlah perkara yang
mudah, lebih-lebih iika dibawa keranah
legal formal.Perfarn4l pengisian status
fianda atau perawan/ duda atau jeiaka)
sangat bergantung pada akuntabilitas
administrasi, akuntabilitas etika dan
moral aparatur PPN dan masyarakat
yang akan menikah. Disinilah kekuatan
integritas Pegawai Pencatat Nikah dan
masyarakat dalam memberikan
informasi diri dengan sebenar-benarnya
diperlukan.Kedza,banyaknya perzinaan
baik "kumpul kebo" maupun
perselingkuhan, menuntut adanya
akibat hukum yang setara dan seimbang
antara janda dan perawan, duda dan
jeiaka termasuk kombinasi status ianda
qabladukhuldan azzanilazzaniyat atau
mutazanni. Ketiga, nuansavirginitas
masih semi tabu dibicarakan dalam
ranah privasi kebaikan. Oleh sebab itu,
perlu adanya penghar8aan, perhatian
dan iaminan mutu (sertifikasi virginitas)
bahwa yang bersangkutan benar-benar
virgin. Untuk menunjang hal tersebut,
perlu adanya norma yang mengatur
regulasi dan fasilitas pilihan Pencatatan
iD dan Ditr
status dalam Akta Nikah, bukan hanya
ianda atau perawan, tetapi dapat
diperketat dengan buktlbukti Visum Et
Repertum (VER), atau dapat
diperlonggar dengan memberikan
fasilitas pilihan "pernah menikah" atau
"belum pernah menikah". Hal ini paling
tidak dapat menyelesaikan masalah
para penghulu (PPN) dalam menjawab
bagaimana status PSK atau seseorang
yang sudah pemah berzina, apakah
mereka tetap ditulis perawan meskipun
kenyataannya mereka tidak perawan,
dan sebaliknya.
KESIMPULAN
Hasil analisis dan uji rekonsepsi
akibat hukum status ianda dan perawan
dalam sistem hukum perkawinan di
lndonesia bahwa rekonstruksi makna
dan parameter ianda dan perawan
disebabkanadanya perubahan
parameter yang diladikan indikator
ianda dan perawan.Parameter tersebut
yaitupernah tidaknyaaqad nikah,pernah
tidaknya berhubungan seks, status
virginitas dan pengalaman dalam
KONSEPSI BARU
NO AKIBAT HUKUM Tsayyib ba'da
dukhul
Tsayyib
qabla dukhul
Azzanil
Azzaniyah
1 Kriteria larangan kawin
ba8i kerabat semenda
Haram
mengawini
anak tiri
Boleh
mengawini
anak tiri
2 Porsi pengembalian mahar
terhutang
Penuh 50%
3 Masa idclah Sesuai kondisi
dan bentuk
thola.t
Tidak ada
iddoh
Sesuai
kondisi
Porsi mut'oh 50./.Penuh
Kompetensi wali Longgarl
Prerogatif
mempelai
Terikat/
komunikatif
Terikat/
komunik
atif
Longgar/
Prerogatif
mempelai
6 Cambuk Cambuk +
Raiam
Sanksi pidana zina Cambuk +
Raiam
Cambuk
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berhubungan seks.Rekonstruksi ini
berakibat pula terhadap rekonsepsi
akibat hukum statusjanda dan
perawan.Artinya, seseorang dapat
ditetapkan berstatus hukum ianda(duda) meskipun belum pernah
menikah, asalkan belum melakukan
hubungan intim.Maka wanita/pria
tersebut berstatus sebagai muatzanni
(berzina), sehingga berlaku hukum
sebagaimana akibat hukum status
janda/duda bs'da dukhul.Sedangkan bagi
wanita/pria yang tidak pernah
berhubungan intim pasca aqad nikah,
maka wanita/pria tersebut secara hakiki
tetap berstatus virgin (gadis/jeiaka),
sehingga berlaku hukum sebagaimana
akibat hukum status bikr.
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